PERATURAN DESA TALIBENG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TALIBENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49,
Ayat [4) Peraturan Menteri Desa, Pembanpunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomaor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan
penandatanganan Peraturan Desa tentang REFP Desa
aleh kepala Desa dan ketua BPDY,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu  menetapkan
Peraturan Desa Talibeng tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2025

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah dirubah
beberapa  kali, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2{24 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomaor 6
Tghun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomaor G914);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja [Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Momor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintab
Momor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
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5. Ternlaran Pesseriniinh Nomor GO Tolin 2004 1emtang
Donn Desn yung bersumber  dan Anggprae
Penclapaton dan Belonjn Negara (Lembiaran Neggra
Republik  Indonesin - Tahun 2004 Nemer 10,
Tambinhan  Lembaran  Negarn Republik  Indonesis
Nemor 555H) sebagaimunn telnh diubah beleraga kil
ternkhir dengan  Pernturan Pemerintah  Nomeas #
Talun A6 (Lembaran Negara Repubilik Irudeamae s
Tahun 2016 Nomar 57);

6. Pernluran Presiden Nomor 33 Tahun 20020 tentang
Standar Horg Sntuan Regional;

7. Pernturmn Pemerininh Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pedomin Pembinnan din Penpawasan
Penyelenggarnan  Pemeriniahan  Dacrah  (Lembaran
Megarn Republik Indonesin Tahun 2017 Nomeor 73,
Tambohan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nenmor 604 1,

8. Pernturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Pernturan Menteri Dalam Wegeri Nomeor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
|Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2001);

10, Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

| 1. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 81 Tahun
2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2037);

12, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa [(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cam Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerinizhan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);

15, Peraturan Menteri Dolam Negeri Republik lndonesia
Momor [8  Tahun 2018 Tentang  Lembeaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga  Adat Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomog
S69);

16, Perpiuran Menterd Dolam MNegen Nomor 20 Taban
2018 lentang Pengelolann Keusngan Desa (et
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaos 61 1),

17. Pecaturan Menteri Desn,  Pembangunan Daerah
Tertinggal don Transmigost  Hepublik  Indonesia
Momor 16 Tahun 2009 tenfong Musvawaral Dess
(Eeriin Negarm Hﬂ;]uhilh [rvibopiesty Tahaan UL Moo
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1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifilkasi, Kodefikasi, dan
Momenklatur  Perencanaan Pembangunan  dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447

{0, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomer 18 Tahun 2019
tentang Pedeman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Memor 1264

30, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633];

21, Peraturan Menteri Keuangan Nomaor
222 /PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
[Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor
1641);

29 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertingzal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringhkatii,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan
Barang danfatau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

231, Peraturan Daergh Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

94, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor ?
Tahun 2020 tentang Penataan Desa;

95. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupali Nomor 38 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatfi
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desg;

26, Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 20311 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2021 Nomor 21);

37 Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
usul dan Lokal Berskala Desa [Lembaran Desa
Talibeng Tahun 2018 Nomaor 5],

28, Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2033
tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2022 - 2028 |Lembaran Desa Talibeng
Tahun 2022 Nomor 3);

96 Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3
Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028
[Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor &),
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30. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng
Tahun 2024 Nomor 6);

91, Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 [Berita Desa
Talibeng Tahun 2023 Nomar &); dan

30, Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraluran Desa
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa {RPJMDesa) Tahun 2023-
2028 [Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALIBENG
dan

PERBEKEL DESA TALIBENG
MEMUTUSKAN:

Meneiapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan
masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsi
masyerakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormat dalam  sislem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Perdesaan adalah kawasan kerja sama aniar Desa
untuk pengembangan usaha, kegiatan
kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan  masyarakat, — keamanan, dan
ketertiban.

3. Pembangunan Desa adalah upaya peninglatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
hesarnya kemakmuran masyarakat Desa,

4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang
dilaksanakan  antar  Desa  dalam  idang
pengembangan usaha, kegiatan kemaayarakatan,
pelayanan, pembangunan, pemberdayaan
magyarakal, keamanan, dan ketertiban,

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah wupaya
mengembangkan kemandirian dan  kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
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sikap, keterampilan,  perilaku, kemampuan,
kesadaran, sertd memanfaatkan sumber daya melalun
penatapan kebijakan, program, I-:cgia_lan dan
pendampingan yang gegual dengan esensi masalah
dan prieritas kebutuhan masyarakat Desa, s

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan [tesa, pelaksanaan Pembangunan
Dega, pembinasn kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdaysan  Masyarakal  Desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
Desa.

7  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan LIFUISAT
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistern pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

R. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

0, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjulnys
disingkat BFD atau yang disebut dengan nama lain
adalah  lembaga  yang melaksanakan  fungsi
pemerintahan yang anggolanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis,

10, Musyawarah Desa atau yang disebul dengan nama
lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya  disebut Musrenbang Desa adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggamakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Dega yang didanai oleh anggaran pendapatan dan
belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau
anggaran  pendapatan dan belanja  daerah
kabupaten /kota.

12, Peraturan Desa adalah  peraturan  perundang-
undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses
tahapan kegiatan yeng diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakal secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka
peningkatan  kualitas hidup manusia dan
penanggilangan kemiskinan.

14.8DGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan
Desa wuntuk percepatan  pencapaian tujuan
pembanpgunan berkelanjutan.
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15. Pendataan  Desa  adalah  proses  penggalian,
pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data
SDGs Desa, yang memuat data objektil kewilayahan
dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi asel
Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian
{ujuan Pembangunan Desa, masalah ekonemi, sosial,
dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi  penyusunan program  dan kegiatan
Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait
lainnya yang menggambarkan kondisi objektil Desa
dan masyarakat Desa.

16, Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang
disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara
terpadu dengan mendayagunakan fasilitas peranglat
Junak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber
daya manusia untuk disajikan menjadi informasi
vang berguna dalam peningkatan efektivitas dan
¢hisiensi pelayanan publik serta dasar perimusan
kebijakan strategis Pembangunen Desa,

17. Peta Jalan 8DGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian
SDGs Desa sampai dengan tahun 2050.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk
janglka waktu & (enam)| tahun.

10, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
dizebut REP Desa adalsh dokumen penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 {satu) tahun,

20, Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM
Desa yang menjadi bagian dari REP Desa untuk
jangka waktu 1 {satu} tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa  kepada pemerintah  daerah
kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan
pembangunan daerah.

71, Aget Desa adalah barang milile Desa vang berasal dari
kekayaan asl Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
anggeran pendapatan dan belanja Desa, atau
perolehan hak lain yang sah.

27, Potensi Aset Desa adalah sepala potensi Desa vang
meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
sumber days menusia, sumber daya sosial dan
budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya
lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau
diubah oleh Desa menjadi sumber daya
pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa,
dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan
bagi kesgjahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Angearan  Pendapatan  dan  Belanja Desa  yang
selanjutnya  disebut APB  Desa  adalah  rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota  dalam anEgaran
pendapatan dan belanja dasrah kabupaten/kota
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa alau disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai  demgan kebutuhan  dan
merupakan mitra Pemerintah  Desa dalam
memberdayakan masyarakat Dhesa.

Lembaga Adat Desa adalah lembagas yang
menyelenggaraken fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pambangunan Desa dan Pemberdayaan Masyaralat
Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat,
Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas
permerintahan Desa, Pembangunan Desa,
Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan
pengembangan badan usaha milike Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama, peningkatan
sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja
sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah
anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa
dan/atau vang dipilih oleh Desa uniuk
menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan
prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di
kalangan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selamjutnya disebut
BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan cleh
Desa danfatau bersama Desa-Desa guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan
investasi dan produktivitas, menyediakan jasa
pelayanan, danjatau menyedinkan jenis  usaha
lainnya wuntuk  sebesarbesarnya  kesgjahleraan
masyarakat Desa.

Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat,
perguruan lnggi, organisasi kemasyaraskatan, alau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya
tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
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provinsi, anggaran pendapatan dan belanja duerah
kabupaten/ kota, dan fatau APB Desa.

Bal Il

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKF Desa

Fasal 2

{1} RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistemalika
sebagai berikut :

BAB 1

BAB I

BaB I

BAB IV

BAB V

: GAMBARAN UMUM DESA

1 GAMBARAN UMLUM KEBIJAKAN

. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN

: ARAH KEBLJIAKAN PEMBANGUNAN

: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan :
1.4. Manfaat

1.5. Proses Penyusunan RKP Desa.

2.1, Visi dan Mist Desa
2.2, Profil Desa
2.2.1.Gambaran Umum  Sosial
Budaya Desa
2.2.2. Gambaran Umum Ekonomi
Desa
2.2.3, Gambaran Utnum
Insfrastrukiur Desa
2,24, Gambaran Kondist
Kemiskinan

KEUANGAN DESA

3,1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

3.3. Pembiayaan Desa

FEMBANGUMAN

4.1, Ewaluasi Pelaksanaan
Pembangunan pada REKP Desa
Tahun Ssbelumnya

4.2, Ildentifikasi Masalah Berdasarkan
RPJM Drega

4.3, Ildentifikasi Masalah Berdasarkan
fAnalisa Keadasn Darural

4.4, [dentifilkasi Masalabh Berdasarkan
Kebijakan Pembangunan [raerah

DESA

5.1. Prioritaz Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa

5.2, Prioritas Program dan Eegiatan
Pembanpunan Daerah Eabupaten,
Provinsi dan Pusat (Supra Desa)

5.3. Pagu [Indikatifl Program dan
Kegiatan Masing-Masing Bidang

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

AV PENUTUP
LAMPIHAN LAMPTRAN
1. Mutrik REP Dewn Takun 20025 kil
[Jrmia)
g Mptnk Ddafter  Uslin BEFP e
ETTHETI B |
3 Moink EERT T | TE [l
Prepseermminton Lliarig)
4. Dokumen Pelakssnann Musynwarsli
I Mz
fi Harrnl Unelaripnn
Is. It [nedie
i, Nolulen Musynwariah
il. Bertfa Avnrn
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5. 8K Perbekel lenting Pembentukan
Timn Penyunun REF Dena
G, Dokumen Pelaksanaon Loks Eoryas
sy
p, Dauftar Pogu Indskoatif
b, Dafiar Program  Kegiatan  Yang
Mamuk ke Desp
g, Daftar Pepcermatnn Ulang BRI
Dean
i, Daflar Hagil Evoluasi RKP Desa
e, Daflar Hasil Analisa Keadaan
Darurat Desis

I. Data Hasil Pencermaian
Kerjugama  Antar  Desa/Pihak
Ketipa

g. Dafar Usulan Tim Pelaksana

Kegintan [TPK)
7. Penyusunan Rencana  Awal RKP

Desa

g, Rencana Kegialan

b. Rencana Anggaran Bieya [RAB)

¢. Dokumen Kesepakatan Hencana
Kegiatan

d. Form Rancengsn Dafiar Usulan
REP Desa [Supra Desal

e. Berita Acara  Hasil Verifikasi
Kencana Kegialan

{. Berila Acarn Penyusunan
Rancangan RKP Desa

8. Dokumen Penyelenggaraan
Musrenbangdes
g, Mairik Rancangan REP Desa
Tahun 2025
b. Berita Acarn Hasil Kesepakatan
Musrenbangdes
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c. Sural Undangan dan Daftar Hadir

d. Motulen

e, Dokumentasi

9, Dokumen Pelaksansan Penetapan

REP Desa

a. Berita Acara Kesepakatan BPD
dengan Kepala Desa  tentang
Penctapan Rancangan Peraturan
Desa tentang RKP Desa Tahun
2025 menjadi Peraturan Desa

b. Surat Keputusan BFD lentang
Peraetujuan Penetapan
Hancangan Peraturan Desa
tentang RKP Desa Tahun 2025
menjadi Peraturan Desa

c. Surat Undangan dan Daftar Hadir

d. Notulen

e. Dokumentasi

(2] Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2015
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 3
REP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan
pedoman  bagi  Pemerintahan  Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan  masyarakat  dalam
pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025,

Pazal 4
Pelaksanaan pembangunan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dilaksanalan secara {ransparan,
partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana  kegiatan
pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (REA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA),
serta dipertanggungjawablan oleh Pelaksana Kegiatan
dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

REP Desa dapat diubah dalam hal :

a, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, Krisis
politik, krisis ekonomi, danfatau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerntah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paszal G
Perubahan RKP Desa schagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dibahas dan disepakati beérsama dengan BPD
dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan
dengan Peraturan Desa,
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[ERYERII]
KETENTUAN PENUTLIP

Pusal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun
Angearun Pendapatan dan Belanjn  Desa  Tahun

Angmamn 025
() Hal-hal yvang beham dintur dakam Peraturan Desa int,

sepanjang  mengenai eknis  pelaksannannyi dintur
lebih lanjut aleh Kepala Desn,

PPasnl &
Pernturan Desa ini mulni berlaku  pada  tanggal
divndangkan.

Agar  setinp  orang  mengetahui, memerintnhikan
penpundangan Perndurnii Desn ini dengan
penempatannya dikom Lembaran Dess.

itetaplan di Desa Talibeng
anggnl, 30 Seplember 2004
L. DESA TALIBENG,

MUDIASA

Diundangkan di Desa Talibeng
Pada tanggal, 30 September 2024
SEKRETARIS DE ALIBENG

e il
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